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Bahwa mengenai per m ntaan pendaftaran, per panj angan
perlindungan dan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan
mer ek, berdasarkan Undang-undang Nonor 19 Tahun 1992 tentang
Mer ek di kenakan bi aya;

Bahwa ketentuan nengenai biaya sebagai mana di naksud dal am
huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Bahwa berdasarkan pertinbangan tersebut pada huruf a dan b,
perlu di t et apkan Keput usan Ment eri Kehaki man Republ i k
I ndonesi a tentang Penetapan Biaya Merek.

Undang-undang Nonor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lenbaran
Negara Tahun 1992 Nonor 81, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor
3490);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organi sasi Departemen sebagai nana tel ah
beberapa kali diubah, terakhir wuntuk Departenen Kehakiman
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonor 32 Tahun
1988;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonor 23 Tahun 1984
tentang Pedoman Pel aksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Negar a;

Keputusan Menteri Kahaki man Republik Indonesia Nonor M 02 -
PR . 07 . 10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Depart enmen Kehaki nman.

Surat Menteri Keuangan Tanggal 9 juni 1993 Nonor. S-
628/ HK. 017/ 1993 tentang Persetujuan besarnya biaya-biaya
Per mi nt aan Pendaft ar an, Per panj angan , Pencat at an dan
Ket erangan Mer ek.
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M E MUT U S K A N

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKI MAN REPUBLI K | NDONESI A TENTANG
PENETAPAN Bl AYA MEREK

Pasal 1

Bi aya Merek dikelonmpokkan dalam tiga kategori yang terdiri

at as:

1. Biaya per m nt aan pendaftaran mer ek dan per nmi nt aan
per panj angan perlindungan nerek terdaftar

2. Biaya pencatatan dal am Daftar Umum Merek; dan

3. Biaya perm ntaan petikan resm dan perm ntaan Kketerangan
tertulis nmengenai nerek.

Pasal 2
Besarnya biaya pernmintaan pendaftaran nerek dan pern ntaan

per panj angan perlindungan nmerek terdaftar adalah sebaga
beri kut

1. Perm ntaan pendaft aran mer ek

dagang atau j asa. Rp. 300. 000, -
2. Perm ntaan pendaftaran mer ek

Kol ekti f. Rp. 400. 000, -
3. Perm ntaan per panj angan | angka

wakt u perlindungan nerek. Rp. 400. 000, -
4. Perm ntaan perpanjangan perlin-

dungan merek kol ekti f. Rp. 500. 000, -

Pasal 3

Besar nya bi aya pencat atan dal am Daftar Umum Merek adal ah
sebagai beri kut:
1. Pencatatan perubahan nanma dan

atau al amat pem | ik nerek. Rp. 100. 000, -
2. Pencatatan pengalihan hak at as

mer ek Terdaftar. Rp. 250. 000, -
3. Pencatatan perjanjian |isensi. Rp. 250. 000, -
4. Pencat at an penghapusan pendaftaran

Mer ek. Rp. 100. 000, -
5. Pencat at an per ubahan per at uran

penggunaaan merek kol ektif. Rp. 150. 000, -
6. Pencatat an pengal i han hak atas

merek kolektif terdaftar. Rp. 300. 000, -
7. Pencat atan pengapusan pendaf at aran

mer ek kol ektif. Rp. 150. 000, -

Pasal 4

Besar nya bi aya per m ntaan peti kan resm dan permn ntaan
keterangan tertulis nengenai nerek adal ah sebagai berikut :
1. Permintaan petikan resm pendaf-

taran nerek. Rp. 50. 000, -
2. Perm ntaan ket er angan tertulis
mengenai Daftar Unum Mer ek. Rp. 50. 000, -

3. Perm ntaan keterangan tertulis me-
ngenai pertanyaan persanmman pada
pokoknya suatu nerek dengan nerek
yang telah terdaftar. Rp. 75. 000,



Pasal 5

(1) Biaya sebagai nana di maksud dal am Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 dibayarkan nel alui rekening bendaharawan penerima
pada Bank Rakyat |ndonesia yang tel ah ditentukan, sebelum
perm ntaan pendaftaran atau pencatatan di aj ukan

(2) Tanda bukti setoran dari Bank dilanpirkan pada saat
mengaj ukan perm nt aan pendaftaran atau pencatatan

Pasal 6

(1) Apabila pada waktu mnmengaj ukan permni ntaan pendaftaran atau
pencat at an, biaya sebagai mana di maksud dalam pasal 1,
Pasal 3 dan Pasal 4 belum disetorkan nelalui rekening
bendaharawan peneri nm, bi aya tersebut dapat |angsung
di bayar kan kepada bendaharawan peneri ma.

(2) Bendaharawan sebagai nana di maksud dalam ayat (1) wajib
menberi kan tanda bukti penbayaran

Pasal 7

(1) Sermua hasil peneriman pungutan biaya nerek merupakan
peneri maan negar a.

(2) Bendaharawan penerim nenyetorkan sermua hasil penerinmaan
pungut an bi aya nerek ke kas Negara.

Pasal 8

Ket ent uan nengenai bi aya sebagai mana di naksud dal am Pasal 2,
Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku pula terhadap perm ntaan
pendaftaraan nerek dan pernintaan perpanjangan perlindungan
merek terdaftar Perm ntaan pencatatan dal am Daftar Umum Mer ek
perm ntaan petikan resmi dan pernintaan keterangan tertulis
mengenai merek yang telah diajukan berdasarkan Undang-undang
Nonor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perni agaan tetapi belum selesai pada saat berlakunya Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Pasal 9

(1) Perm ntaan pendaft ar an, per m nt aan per panj angan
perlindungan nerek terdaftar dan pernintaan pencatatan
mer ek yang dajukan berdasarkan undang-undang Nonmor 21
Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
tetapi belum sel esai pada saat berlakunya Undang-undang
Nonor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan kemudi an di aj ukan
kembali, meka biaya yang telah dibayar oleh penohon
di per hi t ungkan dengan bi aya pada waktu pengaj uan kenbal i .
(2) Apabila perm ntaan pendaftaran, pern ntaan perpanjangan
perlindungan nerek terdaftar dan perni ntaan pencatatan
mer ek sebagai mana di maksud dalam ayat(1l) oleh penphon
tidak di aj ukan kenbali maka:
a. biaya pendaftaran dan biaya kelas barang, bi aya
per panj angan perlindungan nerek terdaftar dan biaya
pencat at an mer ek dapat di mnta kembal i kepada



bendaharawan penerima Direktorat Jenderal hak Cipta,
Paten dan Merek; dan

b. biaya pengumuman dalam Tanmbahan Berita Negara dapat
dimnta kenbali kepada Percetakan Negara Republik

I ndonesi a.
Pasal 10
Apabi | a perm nt aan pendaftaran, per m ntaan per panj angan
perlindungan nmerek terdaftar dan pernintaan pencatatan nerek
sebagai mana di naksud dal am Pasal 8 diajukan kenbali dengan

penbayaran biaya sebagai mana ditetapkan dalam Surat Edaran
Ment eri Kehaki man Republik | ndonesia Nomor M 01-HC. 01.10 Tahun
1993 meka biaya yang telah dibayarkan diperhitungkan dengan
bi aya yang ditetapkan dal am Keputusan Menteri ini

Pasal 11

Bi aya pengununan dalam Tanbahan Berita Negara Republik
I ndonesia yang telah dibayarkan kepada Percetakan Negara
Republ i k Indonesia bagi permintaan pendaftaran , permn ntaan
per panj angan perlindungan nerek terdaftar dan perm ntaan
pencat atan nerek yang diajukan dari tanggal 27 Februari 1990
sanpai dengan tanggal 31 Maret 1993 tetapi belum sel esai dan
di aj ukan kenbal i berdasarkan ketentuan Undang-undang Nonmor 19
tahun 1992 tentang Merek, dapat dimnta kenbali kepada
Per cet akan Negara Republik I ndonesi a.

Pasal 12

Dengan berl akunya Keputusan Menteri ini maka

1. Senua peraturan pel aksanaan yang di buat berdasarkan Undang-
undang Nomor 21 tahun 1981 tentang Merek Perusahaan dan
Mer ek Per ni agaan yang nenet apkan bi aya nerek; dan

2. Surat Edaran Menteri Kehaki man Nonor H.01-HC. 01.10 Tahun
1993 yang nenuat penetapan senentara biaya-bi aya Perm nt aan
Pendaf t aran, Perpanj angan, Pencatatan dan Keterangan Merek;

di nyat akan tidak berlaku | agi

Pasal 13

Keputusan Menteri ini nulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di t et apkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Septenber 1993
MENTERI KEHAKI MAN REPUBLI K | NDONESI A

ttd.
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